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Budaya GCG pada perkembangannya masih harus menghadapi tantangan yang besar karena masih banyak
hal yang perlu dilakukan untuk mengubah kultur perusahaan di kalangan dunia bisnis. Y ang perlu
diperhatikan adalah pokok GCG principles dan bagaimana relevansinya untuk kasus GCG di Indonesia,
sehingga paling tidak dapat menjadi acuan dasar untuk suatu negara yang bercita-cita agar perusahaan-
perusahaan dinegaranyatidak salah urus dan salah kelola. Terkait dengan GCG, maka bentuk dewan dalam
sebuah perusahaan merupakan dasar dan arahan dari terlaksananya GCG, yakni board system meliputi two
board system dan one board system yang merupakan faktor penting dalam GCG. Two board system
tercermin dalam beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur berbagai bentuk badan usaha dan atau
perusahaan, termasuk mengatur mengenai pola tata kel ola perusahaannya yang biasanya dapat dilihat secara
eksplisit dalam ketentuan atau pasal yang mengatur kepengurusan atau organ suatu badan usaha atau
perusahaan. Two board system bila dikaitkan dengan tata kelola perusahaan yang baik maka dalam
ketentuan perundang-undangan yang mengatur berbagai bentuk perusahaan di Indonesia terdapat berbagai
inkonsistensi yang susbtansi dalam menerapkan two board system sehingga mengakibatkan perusahaan
tidak dapat mewujudkan maksud dan tujuan perusahaan secara maksimal dan optimal. Dalam
perkembangannya, terdapat pencerminan unsur-unsur atau pola-pola tata kel ola perusahaan dalam one board
system dalam beberapa badan di Indonesiaini tercermin dalam ketentuan atau pasal yang mengatur
mengenai organ, seperti pada Undang-Undang tentang Bank Indonesia di mana Bank Indonesia mempunyai
dewan gubernur dalam mel aksanakan tugas Bank Indonesia, merupakan satu-satunya board dalam Bank
Indonesia yang bertugas mel akukan pengurusan dan pengawasan sekaligus. UU LPS mengatur bahwa
struktur organ LPS menganut one board system, di mana seluruh tindakan pengawasan yang dilakukan oleh
dewan komisioner dan tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh kepala eksekutif berujung pada
keputusan dewan komisioner melalui Rapat Dewan Komisoner (RDK) (dalam hal RDK, kepala eksekuitif
tidak mempunyai hak suara). Penggunaan istilah dewan komisioner kurang tepat untuk diterapkan dalam
LPS (tetapi bukan merupakan kesalahan dimana dalam hal ini LPS sebagai lembaga sui generis) dengan
pertimbangan istilah dewan komisioner adal ah tetap sebagai padanan dari BoD dalarn one board system,
bukan BoC menurut bagian Direktorat Hukum dan Peraturan di LPS, demi mendukung kelangsungan
penerapan GCG di Indonesia pada umumnya dan penerapan one board system di Indonesia pada khususnya
dalam tata kelola perusahaan di Indonesia yang menganut two board system.
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